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WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR % TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN DI DAERAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

L

WALIKOTA METRO,

bahwa dalom rangka mencerdaskan kehidupan bangsa
sebapaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Negara
Republik Indonesia Uahun 1945, Perpusiakssan mempunyai
peran penting scbagai sarana belajar bagi masyarakat dan
mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pembentukan
karakter di Kota Metro;

bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2017 teniang Sistem Perbukuan, maka
Pemerintalhh Kota Metro memeriukon pengaturan tentang
penyvelenggaraan dan pengelolaan perpustakoan di Kota
Metra;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam hurul a dan huruf b di atas, maka perlu menctapkan
Peraturan  Daerah tentang  Penyelenggaraan  dan
Pengelolaan Perpustakaan di Daerah,

Pasal 18 aval [(6) Undang-Undang Dasar Negara Hepublik
Indonesia Tahun 1945,

Undang-Undang Nomaor 12 Tahun 1994 tentang
Pembentukan Kabupsten Dati Il Way Kanan, Kabupaten
Dati [I Lampung Timur dan Kolamadyas Dad [| Metro
(Lembaran Wegara Republik Tndonesia Tahun 1999 Nomor
45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3823},

Urnglanpg-Undang NMomor 20 Tahun 2003 tentang Histem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Repulilik Tndotesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembzaran Negara
Eepublik Indonesia Nomor 4301},

Undang-Undang  MNomor 43 Tabun 2007 lentang
Perptistakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Womor 120, Tambahan Lembaran Megara Republik
Indonesia Nomor 477 4],
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Undang-Undang Nomor {2 2 Tshun 2011 tentang
Permbentulkan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
MNegara Repubiik Indonesta Tabhun 2011 Nomor B2,
Tanbahan Lembaran Negara Hepublik lndonesia Nomor
53234y schagaimana telah dinbab dengan Undang-Undang
Nownor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik
Tndimesia Tahun 2019 Nomoe 183, Tambahan Lembaran
Newary Republik Tndonesia Bomor GA9R);

Undang-Undang  Nemore 23 Tahoun 2004 lentang
Pemerintghan Taeral [lembaran Megara Repubilik
Indomesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Mogara Eepublik Indonesia Nomor 2587} schagaimanas lelah
diubah beberapa kali erakhir dengan Undang-Undang
Momor 9 Takbun 2015 {Lembaran Negara Repubbk
Indonesia Tahun 20153 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negary Republik Indonesia Nomor S679);

Undane-Undang Momer 3 Tahun 2017 tentane Sistem
Perbukuan (Lembaran Negara Eepublk Indonesia Tahun
2017 NWomos 102, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 6053);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tontang Scrah
simpan Kamya Cetak dan Karva Heokam [Lembaran Negora
Repubhl Indonesia Tahun 2018 Nomor 265, Tambahan
Lembaran Negaras Republik Indonesia Nomear 6291);
Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 19%0
Tentang Serah-Simpan Karyn Cetak Dan Karyva-Rekam
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomar
41, Tammbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor
3457):

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tenlang
Pelaksanaan Serah Bimpan dan Pengelolaan Karva Rekam
Fitm Cerita arau Film Dokumenier (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tabun 1999 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Repubbk ITndonesia Nomor 38200;

Peratiwan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 enlang
Stondar Mosional Pendidikan {Lembaran Nepara Repuhblik
lndonesia Tahun 2003 Nomor <41, Tambabsn Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 44087

Peraturan Pemerintah Momor 24 Tahun 2014 tontang
Pelaksanaan Undang-Undang Womer 43 Tahun 2007
tentang  Perpustakzan  (Lembaran Negara  Republik
Indonesin Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran
MNegara Hepublik Indoncsia Nomor 353 1)

Peraturan RKepwala Perpustakaan Nasional Nomor & Tahun
2017 teriiang Standar Nasional Perpuastakaan
Desa/Kelurahan (Bernla Negars Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 697,
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Peruturan Kepala Perpustakesn Wasional Nomor 7 Tahun
2017 tentang Standar  Nasional Perpusiakaan Koccamatan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 3017 Nomor 698}

I’craturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 8 Tahun
2017 tentang Standar Masional  Perpustakaan
Kabupaten fKota [Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor £99);

Peraluran Kepald Perpustakaan Nasional Nomor 10 Tahun
2017 tentang Slandar Nasional Perpustakean HBekolah
Dasar/ Madrasah Thtidaivah (Berita Negara Repuhblik
indonesia Tahun 2017 Nomor 7O1);

Feraluran Kepala Perpustakaan Masicoal Nomor 11 Tahun
2017 lentang Standar Nasional Perpuostakaan Sekolahb
Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawivabh (Berita Nogara
Republhik Indonesia Tahun 2017 Nomaore 702);

Poraluran kepala Perpustalaan Nasional Nomor 1[4 Tahun
2017 1enlang SBtandar Nasional Perpustakaan Khusus
[Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nermoe 705);

Peralurun Dacrah Provinsi Lampung Nomaor 16 Tabhun 2019
lentang  Penyvelenggaraan  Perpustakszan i Provinss
Tampung {Benta Dacrabh Provinsi Lampung Talun 2010
Nomor 16§,

Peraluran Dacrah Kota Meoo Nomor 7 Tahun 2013 tenlang
Pembentukan Produk Hukum Daeerab [Lembaran Dacrah
Kota Metra Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Draerah Kota Metro Nomar 7);

Peraturan Daerah Koa Welro Nomor 24 Tahun 2016
Tentang Pembentukan dan Sosunan Perangkar Dacrah
kota Metre {Lembaran Daerah Kota Meiro Tahun 2016
Momor 24, Tambaban Lembaran MDaerah Kota Motro Nomor
21 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dacrah
Kota Merro Momor 9 Tabhuan 2019 fentang Perubohon atas
Peraturan Daerah Kol Metto Nomer 24 Tahun 2016
Tentang Pembentukan dan Susunan crangkat Daerah
Kota Metro (Lembaran Dacrah Kota Metro Tahun 2019
Normor Y, Tambahan Lembaran Doaerah Kota Metro Nomor
9;

Dengan Persetujuan hersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

dan
WALIKOTA METRO

MEMUTUSKAN:

PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN DI

DAERAH.
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BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peratiran Daerah ind yang dimaksud dengan :

.
.

e

L0,

i i

12,

13,

Lek:

Dacrah adalah Kaota Metina,

Pemermiah Drerah adainh Wabkola dan peranglkasl daerah scbagst unsur
nenyolengogara pemermtahan dacrah,

Waltlcota adalah Walikots Metro,

Penvelenpraraan dan peneelolaan perpustakasn adalah suatu kematan
pereneanaan, pengelolaan, pelestansn, pengembangsn, pembinaan dan
PEngHwESHATN peTpustaliaan.

Dinas adalab organisas) perangkat Dacrah yvang menyclengearakan urusan
pemerintahan bidang perpustalcaan.

Perpustakaan adalah mstitust pengelola kolcksi karva tulis, karva cctak
danfalau karnva rekam scoard prifesional dengan sistcm yvang balu guna
memenein kebutuhan pendidikan, penclitian, pelestarian, informasi, rekreasi
pars pemusiaka,

Kolekst Perpuslakaan adalah semua informast dadam bentuk kearya tulis, kanva
cetak dan/atau koerva rekem dalam berbagail media vang mempunyal nila
pendidiken yviang dihimpun, dinlah dan dilayankan.

Naskah Kuno adalabh semua dokumen tertulis yang tidak dicctak atau tidak
thperbanyak dengan cara lain, baik vang berada df dalam meuvpun di luar
negerl vang berumur sackurang-kurangnya 30 [lima puluh) tahun dan yang
mermpunyal nila bagl kebudayaan nasional, sejarah dan ilmu pengetahuan.

Perpustakaan Umum  adalah  perpustakasn  vang diperuntukkan  bagi
masyarakat luas sebagal sarana pembelajaran  sepanjang hayat tanpa
membedakan uwmur, jenis kelamin, suku, res, agama dan smmus sosial
clonomi.

Perpustakaan Khusus adalabh  pecrpustakasn vang diperuniukkan  secara
terbatas  bam  pemustaka di lingkungan  lembaga  pemenntah,  lembaga
masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah thadah atau organisasi
lain.

Pendidikan sekolah adaleh bapian integral dari sekolsh vang bersangkuian
vang meripakan sumber belajar yang mendukung  tercapainva  Njuan
rendidikkan sekolah

Perpustakaan Dacrah adalah perpustakaan daersh milik Kotz Meiro vang
berfungst schagai | perpustakaan  pemline, perpusiskaan rujukan,
perpustakaan penclitian dan perpustakaan pelestarian vang berkedidukan g
Kola Metro,

Perpustakaan Kecamatan adalah Perpustakaan vang berada di Kevamnaian
schagal cabang layanan Perpustakaan Daerah yvang lavanannyva diperuntukkan
bagl masyarakat di wilayvah masing-masing.

Perpusinkaan Kelurahan atau yang discbut denpan nama lain adalah
porpustakaan  yang  diselengparakan  oleh pemerintah kelurahan  yang
mempunyai  tagas pokok melaksanakan pengembangan porpustakaan  di
wilayah kelurahan serta melaksanakan  layvanan  perpustakaan koepada
masyarakat umum yang tidak membedalan Gsia, ras, apams, status sosial
rhkonomi dan sender.
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Perpustakaan Masyvarakat adalah perpustakaan vang didirikan dan dikelola
olch masyarakat.

Perpuustakaan  Sekolah /Madrasah adelah perpustaliaan vang berada  pada
lermbaga sekalah/ madrasah yang berada di Daerah.

Perpustakaan Keliing adalabh perpustakean yang mengeunakan sarana
anglutan dalam melayani pengguina.

Literasi adalalhy kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan

sesuall secarg cerdas melalun berbagal akliviias, anlare lam membaca,
melihal, menyviraak, menulis dan berbicara.

Tirn Literasi Deerah adalah Tim yang dibenok aleh Walikola vang herfungsi
unitiak menumbuhkemhbanghan budaya Hierasi pada ekosisrem pendidilan
mulai dari keluarga, sekolah dan masyvarakar dalam rangka pembelajaran
sepanjang hayvat sebagai upava untuk meningkatikan bushitas hiduap df Daerab,

Tenags Perpusiakasn adalab aetiap orang vang bekena o perpusiakasn haik
pustakawan maupun fenaga feknis perpiiatakaan.

Pusinkawan adalah seseorang yvang memiliki kompelens yang diperoleh
melaiai pendudikan danfatan pelatiban kepuslakawdanan serla mernpuny
tagas dan tangpung jawab untuk melaksanaken pengelolaan den pelayenan
perpustakaan.

Otomatisasi Perpustakaan adalabh komputerizasi dari kepiatan perplstakaan
atau data perpustalkaan baik koleksi hulo, keanggotaan perpusiakaan, proses
peminjaman, dan penegembalian bahan puastaka.

Permuataks adalah penpeiing permutialeasn, vanlo peroranean, kelompok orang,
maayarakal alau lembagy vang memanfoaalkoan asilitas lavanan perpuslakaan.

Bahan Perpuistakaan adalah semua hasi]l kaoya Lalis, karva celak dangdalau
karya rekam.

Masvaralal  adalab setiap orang, kelompok orang atan lembaga sang
Derdomisili pada suatu wilayah yang mempunyad perhaban dan peranan didsam
bidang perpustakaan,

Organisas Profesi Pustakawan adalah perlkbumpulan vang berbadan hualoum
vang didirikan oleh pusigkawan  unluk mengembangkan  profosionslitas
kepusiakawanarn,

Sumber Dava Perpustakaan adalab semus lenaga, sarana dan prasarana, serta
dana yvang dirnshiks dan /atau dikuasai oleh perpustakoaen,

Anggaran Pendapatan dan Belsma Dacrah vang sclanumya disingkat APBD
adalab Angparan Pendapsaian dan Belanja Dacrah Kota Metro,

Kolelsi Deposil adalah koleks hasit serah simpan karya cotak danfatan karya
rekam dari penerbit dan pengusaha tekamnen, i Lampung dan bentang
Lampung.

Bibliografi Daerah adalah daftar baban Pustaka Dacrah, bak yang dicetak
maupun direxam yvang distusun mendri abyad tertentu,

BAE II
ASAS, FUNGSI DAN TUJUAN
Pasal 2

Penyelengearaan dan pengelolaan perpasiakasn di Naerah didasarkan pada asas

= I

pembclajaran scpanjang hayat,
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b. demokrasi;

c. keadilan;

d. keprofesionalan;
e, leeterbubkaan

f keternloaran;

. manfaat

h. hkemitraan: dan

kearifan lokal.

s
'

Pasal 3

Penyelengparasn dan  Pengelolaan  Perpustakaan berfungs)  sebagai  wahana
pendidikan, penelitian dan pengembaongan, pelestarian, informasi dan rekreasi
untuk meningkatkan kecerdasan dan Reberdayaan masvarakat.

Pasal &

-. Penyelenggaraan dan penpelolansn perpustakaan di Daerah bertujuan ootk @

a, tereujudnya keberlanputan penvelenggaraon dan pengelolaan perpustakoan
schagal wahans pendidikan, peneliian, sumber nformasi, o pengetabuan,
ekrologl, kesenian, rekreast, keterampilan, dan kewiraan sesuai dengan
karakteristilke Dacrah.

b, memberikan layanan perpustakaan kepada masyarakat secara cepat, tepat dan
alkourat;

. memjanun kelangsungan pengeiolaan dan pengembangan perpustakaan di
daerah:

d. memperluas wawasan serta pengetahuan guna mencerdaskan kehidupan
masvarakat; dan

e.  ervujudnys budaye gemar membaca serte peningkatan  wawasan  dan
pengelahian guna mencerdaskan kehidupan masvarakal,

. BABR III

HAK, EEWAJIBAN DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal &

Masyvaralkat berhak untuk :

a. memperolch [ayvanan serta memantaatian dan mendavagunakan  Lasililas
perpustakaan;

b,  mengusulkon jenis koleksi perpustakaain;
c.  mengusulken keanggotaan tim literasi Daerah dart unsur masyarakar,
mendirikan dan/atou menyelengearakan perpuscakaan

€. berperan serta daiam memberikan masukan, sdaran, dan cvaluasi terhadap
penyvelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan;

[ memperoleh  layvanan  perpustakaan  secara khusus  alag mklust bagl
masyarakal penvandang disabilitas, menuliki kelainan fisik, emosional, mental,
mtelekiual, sosial dan/atan memiliki kemampaian di atas rata-rala.
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Pasal &6

Masvarakar berkewajibar ¢

.

k.

Lo 1l =

menjaga den memehhara kelestarian koleksi perpostakaan;

menyinpan, memehhara dan melestarican naskah Wano yang dimilikd dan
mendaftarkannya ke Perpustakasn Nasional melajui Perpusiakasn Daerah;

menjapa kelestarian dan kesclamatan sumber dava perpustalaan;
mendukung upuys peoyediaan fasilitas layanan perpustakaan;
mematiihi kelenluan dalam pemanfaatan fasilitas perpusiakaan;

menjaps ketertiban, kcamarnan dan kenvamaoan lingkungan perpustakaan;
danfainn

menyershkan huku yang dicctak kepada Perpustakaan Duaerah, baik karya tulis
sendiri maupun kanya orang ldin.

Bagian Hedua
Kewajiban dan Eewenangan Pemerintah Dacrah

Pasal 7

Permnerintah Daerah berkewajiban :

a
.

.

menjamin penyelenggaraan dan penogembangan perpustakaan,
menjamin ketersedizan lavanan perpustakaan sccara merata,

menjumin kelangsungan  penyelengparaan dan pengeloloon perpusiakasn
sebagal pussl sumbaer belajar masyarakat:

memprsanogsikan budays dan kegemaran membaca dengan  memanfaas kan
perpusiakasn;

memiasililasi penvelenggarasan perpustaleann;

menyvelengparakan dan mengembangkan Perpustakaan Urmmnun Daerad sebagai
migal penehibian dan ruyjukan tentang kekayvaan bodave daerah;

rrenyelengrarakan pendidikean dan pelatihon teknis perpuatakaan;

membing dan mengembangkan kompetensi, profesionalisme pustakswan dan
renags lekmis perpustakasan;

teleksanakan  pengawasan  dan  penilalan  atas  penyeleneparsan dan
pengelolaan perplstakaan; dan

memberikan pengharpasn sesual dengan ketentuan peratiiran perundang-
undangan.

Pasal 8

Pemenntah Dacrah berwenang @

.

.

menctapkan  kebijakan  daerah  dalam  pembinaan dan pengembangan
porpastakaan;

mengatur, mengawas serla mengevaluas]l peayelenpgaraan dan pengelolaan
perpustalcaan:

mengalihmedigkan nuskah luno yang dimililki elsh  masyarakat antuk
dilestarikan dan didavagunakan;

menggandakan, menvimpan, dan melavankan koleksi khusus sesusi kelenigan
peraturan perandang undangan;
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mencetak dan menggandakan buka untuk kependngan terbatas;
mengkoordinasikan penvelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di Daerah;
membina kKerasama dalam pengelelazan berbagai jenis perpustakaan;
menyelengparakan gerakan lterasi vang berkelanjuian;
menelapkan, mengatur, mengawasi dan mengevaltas) ompanisasi pendukungs
literasi i Daerah.

BAE IV

STANDAR PERPUSTAKAAN
Pasal O

Slandar Perpusialoasn lendind atas @
., slandar kolels) perpustakaan;

v stander sarana dan prasarana;

. #landar pelavanan perpustakaan;
i,  slandar lenaga perpustakaan;

e, slandar penvelengparaan; dan

i standar pengelolaan.

Standar perpuislakaan sebagaimana dimakesud pada avat (1} digunakan selagai
acuan pentyelengguraan, pengelolaan dan pengembangan perpusiakaan.

Standar perpustakasn scbhbagaimana dimaksud pada ayatl (1) menpacu pada
Srandar Masional Perpustaleaan vang berlalog.

BAD V
HKOLEKSI PERFUSTAKAAN

Pagal 10

Kaoleks:  perpustakaan  diseleksi,  diclah, disimpan, dilavankan  dan
dikembangkan sesual  kepentingan  pemusiake  dengan memperhatikan
feknologn tnformasi dan komunikasi.

Penpembangan koleks: perpustakaan dimaksod pada avat (1] dilekukan sesua
denpan Slamdar Nazsional Perpustakaan.

Pasal 11

Kofeksi terbitan Daerah dan mengenai Dacral dibempun, ditnventaris, diolah dan
diterbitkan dalam bentuk Bihliografi Dacrah dan literatar selnander.

BAB VI
LAYANAN PERPUSTAKAAN

Pazal 12
Layanan  perpusiakasn ehlakukar  secara prima dan berorienteasi pada
kepenilingan pemastaka.

Setiap perpustakaan di Dscrah mencrapkan tata layanan perpustakaan
berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan.

Selimp perpustakaan dapet mengembangkan perpustakaan sesuai dengan
kemapuan teknologi informasi dan komunikasi,
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(2}
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(2]

(3)

(4}

Layanan perpustakasn schbagumana dimaksud pada avar (1] dikembangkan
melalur pemankaatan sumber daya perpustakaan untulk memenuhi kebumhan
pemustaka.

Layanan perpustakaan diselenggarakan sesusi dengen Standar Nasional
Perpustakaan untuk mengopiimalkan peiavanan kepada pemoustaks,

Layanan perpustakaan  terpadu divujudkan melalbo kerasama anlar
perpustakaar,

Layanan perpustakaan secara lerpady sebagmimana dirmnaksud pada avay (6
dapat dilakaanakan melahii jejaring ielemslika,

BAB VII
PEMEBENTUHKAN, PENYELENGGARAAN, PENGELOLAAN
DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAHKAAN

Bagian Eeszalu
Pembentukan Perpustakaan

Pasal 13
Perpustakaan dibeniuk sehagei wayud pelavanan kepada pemustaka dan
masyvarakat

Pembentukan perpustakasn scbagaimans dimaksud pada ayal {1) dilakukan
oleh :

a. Pemerintah Daerah; dan/atau

b. masyvarakat

Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada aval {2) paling
sedikit memenuhi syarat

a.  memitiki koleksi perpuslakaan;

b, memiliki tenaga perpustakaan;

c.  memiliki sarana dan prasarana perpusiakaan; dan
d.  memiliki sumber perdanaan.

Pembentukan perpusiakaan sebagaimana dhmaksud pada ayval {2} hural b
haris melaporkan keheradaannya kepada Dinas.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan

Pasal 14

Penyelengearaan dan pengelolaan perpustakasn dilakarkan sesuai dengan Standar
Nasional Perpustakaan.

(1]

Bagian Ketign
Pengembangan Perpustakaan

Pusal 15

Pengembangan perpustakaan merupskan upaye peningkdalan sumber daya,
pelavanan dan pengelolaan perpustakasn beik dalam hal kusntitas maapun
kualilas,
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Penpgembangan perpustakasn schagmimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
berdasarkan karakteristile, fungsi dan tujuan, serea dilakokan sesual dengan
kebutuhan Pemustaka dan masyvarakat dengan memanfaatkan teknologi
miormasi dan komminikasi.

Pengembangsan perpuslakaan sebagaimana dimaksud pada ayvar {1} dan ayat
(2} difakeulkan secary berkesinambrungan.

Pazal 16

Pengembangan Perpustakaan merupakan upaya peningkatan sumber daya,
pelavanan dan pengeinlaan perpustakaan baik dalam hal kuantitas maupuan
kualitas.

Pengembangan perpustaliaan sehagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakakan
berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan serta dilakukan sesual dengan
kebutubhan pemustaka dan masyarakat dengan memanfaatkan  tcknologi
informasi dan komunikasi,

Pengembangan perpustakasn schagaimana dimabksud dalam ayat (1) dan ayat
(2} dilakukan secars berkesinambunearn.

BAB VIII
JENIS PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu
Yionum

Pasal 17

Porpustalkaan berdasarkan jenisnya tordird atas ;
A, Poerpustakasn Umum;

b. Poerpustakaan Sckolah/Madrasah;
¢, Perpustakasan Khusus,

Penyelengpuraan perpusiakaan berdasarkan kepemilikan terdin atas :
#.  Perpustakasn Daerah;

b Perpustakasn Kecamatan;
. Permmtakaan Kelurahan;

. Perpustakaan Masyarakal;
c. Perpustakaan Keluarga: dan

f.  Perpustakaan Pribadi.

Bagian Kedua
Perpustakaan Umum

Pazal 18

Perpustakaan Umuam scbagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat [1) huraf a
diselenggarakan oleh Pemenntah Daerah, kecamatan dan kelurshan secia
dapat disclenggarakan aleh masvarakal,
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Perpustakaan  Umum  yvang  disslenpgarakan  oleh  Pemerntah  Dacrah
sehagaimarta dimaksud pada ayat (1) berfungs: sebaga termmpat menghimpun,
mengolah, menyimpan, melestarikan dan mendayagunakan semua karya celak
dan karva rckam vang dihasilkan oleh penerbit pemerintah, penerbit swasis
maupun pengusaha rekaman, schingga menjadi koleksi deposit dasrah.

Pemermtah Dacrall menyelenggarakan perpustakaan umum yang koeleksinya
mendukung pelaksanaan hasil budava daerah dan memiasilitas terwajudnya
pembelajaran masvarakat sepanjang hayat.

Perpustakaan Umum  veng  diselenggarakan  oleh Pemerniah Dacnah
mengembangkan sistem layanan perpusiakaan berbasis leknologt inlornast
dan komunikasi.

Pemerintah Daerah melaksanaxan layvanan perpusiakaan keliling bagl wilavah
vang behum terjangkan oleh lavanan perpuistakean menelap.

Perpustakaan Umum vang diselenggarakan oleh masyarakar scbhagaimana
dimalksud pada avat (1) berfungsi memfasiliiast terswdudnyae pembelajaran
masyarakat sepanjang hayat,

Dinas moenvelenggarakan dan mengembangkan javingsn kerjasama bidang
perpuastakasn yang keanggotaannya melipun herbags jenis perpustakaan.

Bagian Ketiga
Perpustakaan Sekolah/Madrasah

Pasal 19

Perpustakaan Sekotah /Madrazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat
(1) humaf b menyelenggaraken perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional
Perpustakaan dengan memperhatikan Siandar Nasional Pendidikan.

Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayai (1) wajllb memiliki kolelsi
buku teks pelajaran yang ditetapkan achagai bubu teks wajib pada satuan
pendidikan yang bersangkulan dalam jumloh vang mencukupi untulk melavani
peserta didik dan pendidik.

Perpustalaan  Sekolah /Madrasah mengembanglkan  koleksi muatan  lokal
Dacrah dan koleksi lainnya wvang mendukung  pelaksanoan  kurikuium
pendidikan.

Perpustaltaan  Sekolah/Madrasah menpembangkan layanan  perpustakaan
berbasis teknologi informas dan koemunikasi.

Sckolah/Madrasah  mengalokasikan  anggaran  paling  sedikit 3% {lima
perseratus) dari angaaran belanja operasional sckolah fmadrasah atan belamja
barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangat
perpustakanii

Bagian Keempat
Perpustakaan Hhuasas

Pasal 20

Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 aval (1] hurul ©
diselenggarakan oleh lembags pemerintah, lembaga masvarakat, lembaga
pendidiican keagamaan, rumah thadah atau organisasi lainnya.
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Perpusiakaan hhusus sebagaimana dimaksud pada ayat {1) menyvediskan
bahan perpustakasn sesual dengan kebuluhan pemustaka di lingkngannya.

Perpustakaan Khusus sebagmimana dimaksud pada aval (1) memberikan
pclayanan  kepada permnusiaka di lnglungannyva den dapat memberilkkan
lavanan kepada permusiaka di luar hinghungannya.

Bagian Kelima
Perpustakaan Daerah

Pazal 21

Yerpustakaan Daerah scbhagaimana dimabksud delarm Pasal 17 avat (2) huraf a
berkedudukan of Daersh dan dipimpin cleh seorang Kepala vang bertangzung
Jawab kepada Walikoia,

Perpustakaan Daerah sebagmimana dimaksad pada avat (1) berfungsi sebagat

4. pembina semus jenis Perpustakann sebagaimans dimaksud dalam Pasal
17

lr. rujukan pelaithan, workshop, dan keterampilan bagi  pcmanfaat
perpuslakaan samnpal pada tataran implementasi; dan

c. pusat belajar rmasyarakat dalam scgenap ilmu dan implementast untuk
hidup lebih baik.

Paragraf 1
Perpustakaan Kecamatan

Pasal 22

Perpusiakaan Kecamatan sebagaimana dirmaksad dalam Pasadl 1Y avat (2
huruef b berkedudukan di Kecamatan dan dipimpin olebh seorang Kepala non
satruktural yang dianghkat dan bertanpgming jawab kepada Cameat.

Perpustakaan Kecamatan menvediakan sarama dan prassrana scrta koleksd
perpuslakaan  sesual dengan  minat dan kebuluhan masvarakat  serta
mengembangkan pembudavaan gemar memnbaca.

Perpusiakaan Kecamatan harmis memenuhi rasio kecukupan antara koleksi
dengsn Pemustaka,

Paragraf 2
Perpustakaan Kelurahan

Pasal 23

Perpusiakaan Kelurabhan schagaimana dimaksud dalam Pasal 17 avat (2) huaraf
¢ berkedudikan i Kelurshan dan dipimpin oleh seorang Kepala vang dianglkat
dan bertangging jawab kepada Lurah.,

Perpustakaan Kelurahan menyediakan sarana dan prusarsana sertn koleksi
perpusiakaan sesual dengan minat dan Rebuiubwn masvarakat serta dapat
dilkkembangkan sebagal sarana pembelajaran dan pemberdayasn masvaraleat.

Perpusiakaan Kelurahan baris memenuhi rasie kecukupan antara koleksi
dengan Pemustaka,
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Paragraf 3
Perpustalman Masyarakat dan Perpustakaan Keloarga

Pasal 24

Penyvelenggara Perpustakaan Masyarakal dan Kcoluarga sebapgaimana dimaksud
dalam Pasal 17 ayat (2} hurut o dan hurad ¢ melaporkan keberadsannya kepada
Perpustakaan Dacrah,

Pasal 26

Unluk menjamin  ketersediasn  layvanan  perpustakesn  secara  merwls dan
membudayakan kegemaran mernbaca, masyaralkat dapar menyelenpraraksn taman
bacaan di fempat umum setelah memperolch izin darl Walikoma aiau Pejabat vang
ditunjuk.

Paragrafl 4
Pasal 26

Scnap  orang  dapal  memiliki o dan mengelola perpustakasn pribadi omnok
kepentingan pribadi aleu masyarakat denpan tetap menghormati norma sgama,
kepatutan, kepantasan, dan kesusilaan.

BAB IX
TENAGA PERPUSTAKAAN, PENDIDIKAN
DAN ORGANISASI PROFESI

Bagian Kesatu
Tenaga Perpustakaan
Pasal 27

(1} Tenaga Perposiakaan lerdin atas pustakawan dan tenapa teknis perpustakaan,

(2} Pustakawan sebapaimana dimalksud pada ayat (1) harus memenihi kualiflas
seenal dengan Slandar Perpustakaan,

13} Tugas Tenaga Teknis Perpustakaan scbagaimana dimaksud pads ayat (1) dapat
ditangkap oleh Pustukawan sesual denpgan kondisi perpustskasn yvane
bersanghuian,

(4] HKetentuan mengendl lugas, langgung jawab, penganghalan, pembingan,
promosi, pemindahan lopgas dan pemberhentian tenaga perpustalasn vang
berstatis Pepgawsal Neper1 Sipil dilakubsn sesual dengan kelenluan peraturan
perandang-undargean vane berlako,

(3] Ketentuan mengenai tugas, tangpung jawab, pengangkaisn, pombinaan,
promasi, pemindahsan tugas dan pemberhentian temaga perpustakasn yang
berstatus Non Pegawai Neger Sipil dilakukan sesuai dengan peraturan vang
ditctapkan oleh penyelengeara perpustakasn vang bersangkulan.

Pasal 28

Temags perpustakann berhede atas -
a.  penphosilan i aiss kebutuhan hidup minimum dan jaminan kescjohteraan
sosial:

b dumjangan pengembangsn profesi dan daerab sesuai kemampuan keuangan
duerah;
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d.

pembinaan karier sesua dengan tuntutan pengembangan kualitas; dan

kesempatan  uniuk menggunakan  sarana,  prasarana atao fasilitas
perpustakaan untuk menunjang kelanecaran pelaksanaan tugas,

Pasazl 29

Tenags perpustakaan berlkewajiban

H,
bx.

c.

memberikan pelayanan prirna kepada pemustaka;
menngkalkan minai baca masyarakat,

menciptakan suasane perpustakaan yang kondusid,
memberikan keteladanan, menjaga nama baik lombaga; dan
kedudukannya sesuai dengan tugas dan langgung jawabnya.

Pasal 30D

Ketentuan ichih lanjut tentang tenaga perpuisiakasn scbhagaimana dimaksud dalam
Panul 2Y, Pasal 28 dan Pasal 29, diatur dalam Peraluran Walileota,

(1)

[2}

[1)
2]

Bagian Kedua
Pendidikan

Pagal 31
Pendidikan untuk pembinaan dan  pengembangan  tenaga perpustalaan
merupiakan tanpgung jawab penyelengears perpustakaan.

Pendidilkan unnik pembinuan dan pengembangan sebagaimana dimalksud pada
ayat (1} dilaksanakan melalui pendidikan formal dan/atau nonformal.

Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan scbagaimana dimaksud pada
ayat {2} dilaksanakan melalul keja sama Dinas dengan Perpustalaaan Prowvinsi,
Perpustakaan Kabupaten/Kota, orgamisasi  profesi,  Perguroan Tingg
atau/dengan lembaga pendidikan dan pelatihan.

Bagian Hetiga
Organisasi Profesi
Fasal] 32

Pustaskawan dapat membenloak Orgsnisasi Profesi.

Organisasi Profesi selbugaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk
memajukan dan member perlindungan profesi kepada Pustakawan.

Sctiap Pustakawan menjadi anggnta organisasi profost.

Pembinaan dan pengembangan organisasi profesi Pustakawan difasilitasi oleh
Pemerintah Daerah
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BAB X
KER.JA BAMA DAN PERAN BERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatn
Kerja sama

Pasal 33
(1} Perpusiakasn dapat mclakukan kerja sama dengsn herbagal pithak untuk
meningkatkan layanan kepada pemustaka.

(2] Pemingkaian layanan kepada pemustaka sebaprimana dimaksud pada ayat {1)
bertujitan uniuk meningkatkan jumlah pemustaka yung dapat dilavani dan
meningkatkar mutu lavanan perpustakaan.

()] Kerja sama schagaimana dimaksud pada ayat {1) dan  peningkatan
sebagaimana dimaksud pada ayat {2) dapat dilakukan dengan memanfaatkan
SISterm jejenng p::rpuHL..i.L'aan yang  berbasis  teknologl  inlormasi dan
komunikas.

{41 Bentuk kerjasamy  dalam  penvelengparasn  perpustakaan  sebagaimana
. dimaksaud pada ayat (1), meliputi ;
a.  penyediaan sarana dan prasarana perpustakean;

. penyediaan dan pengolahan koleksi bahan perpustakaan;

. pernpkatan pelayanan perpustakaan sesuai dengan perkembangan
teknolog! inlormas Jdan komunikasi;

d.  pembudasyaan keperraran membaca dan literasi informasi:
e. peningkatan kompetens: sumberdava manusia perpustakaan;
f. pelaksanasn kerjusama jaringan (retuworking; dan

g. kerusams lam sesua kebutuhan,

Bagian Kedua
Peran Serta Masyarakat

Fasal 34

. Masyarakal berperan seria dalam pembenfukan, penyvelenggaraan, pengelodaan
pengembaigan dan pengawasan perpastakaan.

Pasal 35
(1} Pelaku usaha dapat berperan serta dalam upava pengerebangan perpustakaan.

2} Deran serto sebageimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan
Tangeung Javwab 3osial Perusahaan.

BAB X1
PEMBUDAYAAN EEGEMARAN MEMEBACA
Pasal 36
{1] YPcombudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui keluarga, satusn

pendidikan dan masyvarakat,

(2] Pembudayasn kegemaran membaca pads satuan pendidikan sebagaimana
dimmaksud  pada  ayat  {1]  dilakukan  dengan mengembangkan  dan
memanfaatlan perpustakaan sebagai proses pembelajuran,
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13} Pembudavaan kegemaran membaca pada masvarakat sebopaimana dimalksud
pada ayat {1} dilakukan mefalui penyediasn sarana  perpusiokaan di
tempattempat umum yang mudabh dijangkou dan bermuin.

Pasal 37

[1] Pemerintah Daersh dan masvaralkat mendorong tumbubmys Taman Bacasn
Masyvarakal dan Rumah Baca uniuk menunjeng pembudayasn kegpomaran
membwcy.

14]  Setiap persdinan pusace perbelaniaon modern dan penyeiengparaasn perumahan
dapart dilengkapi dengan fasilitas taman bacaan masyaralkat.

Pasal 38

Peinerimlabh Daerah  memefasilitasi dan mendorong  pembudayasan kegemaran
rietnbacy sebagmuimans dimaksud dalam Pasal 36 dengan menyediskan bahan
bacaan bDermuil dan  lerjangkan  scrta menyediakan sarans Jan  prasardis
perpusiakasn yang mudah diakses di tiap Peranglar Daerabh.

o Pasal 39

(1} Pemibuidayasn kegemaran membaca dilaksanalan melahai Gerskan Daerah
remart Membaca,

(2} Gerakan Daerah Gemar Membaca scbagaimana dimaksud pada ayail (1]
dilaksanakan oieh Dinus dengan melibatlean masyarakat.

[3} Satuan pendhidikan membina kegemaran membaca  peserta didik  dengan
memanfaatkan perpustakasn,

(4] Perpustaksan Dacrah wajib mendukung dan memasvarskatksan eerskan
daerah pemar membaca melalui penyediaoan karva tulis, karya cetak dan kaora
rekarn,

(3] Untuk  mewyjudkan pembudayaan  kegemaran membaca  sebagaimansy
dimaksud pada ayvat (1), Perpustakasn Daerah bekerja same dengan Pemangku
. kepentingan,

() Pernemintah Dacrah dapat memberikan penghargaan kepada masyvarakat vang
berbasil melakukean gerakan pembudayaan kegemaran membaca.

Pazsal 40

Ketentuan febih lanjutl mengenai permberian penghargaan sebagaimans dirnuksud
dalam Pasal 32 ayar (6], dislur dengan Peraturan Walikote.

BARB XII
SERAH SEIMPAN EARYA CETAK DAN KARYA REEAM

Pasal 41

(L} Untuk kepentingan pendidikan, penpembangan iima pengewahuan  dan
telnelogi. penelitian, dan penyebaran informasi seria pelestarian hasil karya
budaya lolkal, seliap pencrbit dan pengusaha rekaman dapat menyerahkan 2
jdua) eksemplar/keping hasil karya cetnk dan/atau karva rekam kepada
Dinas.
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(2} Penwerahan hasil karvae cetak danfatan karva releam schagaimana dimaksud
pada ayar (1} berlaku pula terhadap setiap penulis daerah vang hasil karyamnva
diterhitkan dan/atau direkam di luar daerah.

Pazal 42

Dinas wigib untuk menghimpun, menyimpan, memclihara, melestarksn dan
niendayagunakan karya cetak dan karya rekam schagad Koleleai Deposil Dacrak.

Pasal 43
(1] Karya cetak dan karya rekam vang diserahkan dan disimpan di Dinas fidaik
dirmanizatlka untuk tuuan komersial,

2] Hasil karye cctak dan karya rekam sebagaimana dimaksud pada avat (1)
dipromosikan dalam bentuk Bibliogran Daerah.

(3] Seuap orang ataun Badan vang memasukkon kerva cetak atzu karva rekem
mengenal dacrall ke dalam wilayab daerah dergan maksud diperdagangkan
yang jumlahnya

. a. lebah dan 10 (sepuluh) setiap judulnya;
b kurang dari 10 {sepuluh} buah setiap judul, 1etapi dalam janplks waletn 2
{dua] tahun memasukkan lag karys yang sama schingga jumlahnve
mclchihi 10 (sepulub) huah wajib menvershkan 2 (dua) buah setiap
Jjudulnya kepada Dinas.

Pasal 44

Tala cara pelaksanaan penyerahan, jenis den persyaratan kanva cetak dan/ataa
karva rekam scbagaimana dimaksud dalam Pasal 41 sesual dengan ketentuan
poeraturan porindans-undangan.

EAR XIII
NASKAH KUNG

Bagian Pertama
. Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pazal 45

Masyarakat berhak menyimpan, merawal dan melestarikan serta memanfoatkan
naskah kuno scsaal dengan ketentuan peratiran perundang-undansan,

Pazal 46
(1] Masvarakai vang memilila naskzal kuno sebagalmana dimaksud pada Pasal 43
wajily mendaliarkan ke Dinas,

(4]  Rerteniuan lebah lanjui mengenad tata cara pendallaran scebagaimana dimaksud
pada ayal (1) diatur dalam Peratoran Walikots.

Bagian Hedua
Penghargaan Naskah Kuno

Pasal 47

(1}  Masyarakal wyang berasa dalam usaha penvimpanan, perawatan  dan
pclestarian naskah kuno berhak mendapai. penghargaan,
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Masyarakal yung menverahkan naskah  kuno kepada Dinas  berhak
mendapaikan penghargasn.

Penghargaan schagaimana dimaksud pada avat (1} dan avat (2) dapat berupa
piagam, uang pembinasn dan fatay bentulk lain.

Keteniuan lebih lanjut mengenai tala cara pemberian serla bentuk dan jenis
penghsargaan schagaimana dimaksud pada avat (1), ayal (2) dan avat {3) diatur
daiam Peratmiran Walikots,

BAB XIV
SARANA DAN PRASARANA

Pasnal 48
Seliap ponyelenggaraan  perpustaloasn menyediakan sarana dan prasarana
sesunl dengan Standar Nasional Perpustakaan.

Sarand dan prasarana sebapaimana dimaksud pada avat (1) dirmanfaatkan dan
dikembangkan sesual dengan kemajuan wcknolopl informasi dan komunikasi.

BAB XV
TIM LITERASI DAERAH

Pasal 49
Dalam  rangka meningkatkan kinerja  penyclenggaraan dan pengelodaan
perpustakaan, dapat dibentuk Tim Literasi Dacrah,

kReleniusn leblh lanjut tenwang unsur dan tugas Tim  Literasi Daerah
sehagmimana dimaksud pada avat (1) dialur dalam Peraturan Walikota.

Tim Literasi Dacrah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BARB XVI
KEADAAN DARURAT

Pasal 5O
Pemnennish Dacrah menyelenggarakan perfindungan dan penyelamatan bahan
perpustalkaan akibat bencana alam dan bencan:s, sosiod.

Perfindungan dan penyelamatan baban perpustalean akibat bencana vang
tdak  dinvatakan schagal bencana nasional, dilaksanakan oleh  Dinas
berkmordinast dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan Menesi
di bidang peoanggulangan bencana Daerah,

BAB XVII
PENDANAAN

Pazal 51

Pendanaan  perpustakaan menjadi  dangpung  jawab  penvelenpeard
perpustakaan didasarkan  pada  prinsip  kecokopan,  borkelanjutan dean
proporsionasl.

*endanaan perpustalaan dapat bersumber dan ;
a APBN:

k. APED Provinsi;
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.  APDD Kola;

. sumber duna lain yang sah dan tidak mengikar sesua) dengan ketentuan
peraluran perundang-undangan yang herlaku.

Pasal 52

Pengelolasn dana perpusiakaan dilalukan secara efisien, berkeadilan, terbuka,
terubkur dan bortanggung jawah.

(1}

(<)

(1}

(2]

(3

(4

(1)

(<)

(3

BAR XVIII
SANESI ADMINISTRATIF

Pasal 53

Pemusiaks vang menghilangkan atau  merusak lkoleksi bahan pustaka,
dikenakan sanksi berupa pengganiian baban pustaks dengan judul yang sama
AlE ) hahan pustaks T8in vang sejents dan selara mlamye.

Kerentizan lebth lanjut entang pengganfian bahan pusraka sebagaimana
dimaksid pada avat {1) diatar dalam Peraturan Welikota.

Paszal 54

Permmustaka wajlh menpermbalikan bahan pustaka yvang dipinjam sesuai dengan
durasi peminjaman sebagaimana diatur daiam peramiran Perpustaloann,

Uermustaka pada porpustakasn Dacrah yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud pada avat {1} dikenakan denda administratif berupa denda
keterlambotan sebesar RpS00 (lima ratus rupiah) perbuka perhar terhinin
scjak batas akhir pengembalian.

Denda administratif sepagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banvak
scbesar harga bahan pustaka yang dipinjam sebagaimana dimaksud pada ayat
(1} untuk disetor ke Kas Daerah.

Ketcntuan lebih lanjue entang pelaksanaon Denda administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (3} diatur dalam Peraturan Walikota.,

BAB XIX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 55
Walikida melaksanakan pembinasn dan pengawasan bidang perpustalkaan di
Naerat.

Pelaksanaan  pembinaan dan pengawasan porpustakaan sebagnimona
ditnzabksud pada ayval (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas,

Ketentuan lebih Janjul mengenal pembimazn dan pengasmsan scbagaimana
chimaksud pada avat (1), diatur dalam Peraturan Walikcota,
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BAH XX
KETENTIUUAN PERALIHAN

Pagal 56

Pada saar diundanglkannya peraturan Daesrabh ni, seluruh Peraturan Pelaksana
vang mengatur tcntang penyelenpgaraun dan pengelalaan perpustakeaan di Daerab

thinyatakan tetap berlaka sepanjang tidak berlentangan dengesn Persiuran Daerah
ini.

BAB XXIi
HKETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Petunjuk Pelaksenoan Peoraturan Dacrain ini harus sudaly dilelapkan paling lambal
1 {safiz) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah i,

Pasal 58
Peraturan Dacrah ow mudiag berlako pada Gangeal dinndangkan,

APAT SellHP OTETE MenpEeiEbuinye, memetinlaiikan pengundangan Peraluran Daevah
N1 dengan penempatannya dakam Lembaran Daerah Kola Metro,
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PENJELABAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR ¥ TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN DI DAERAH

I. UMUM

Rota Metro mencanangkan din sebagai Kota Pendidikan, Sebagai kota
pendidikean, Kota Metro  sesyai dengan kewenangannya telab  mensuisun
rencand pumbangunan daerah disesuaikan dengan temsa gamanya uniuk
memajulmn pendidikan. Salab setu upaya vang ielah dilalesanakan untuic
mewujudkan  Kota Meiro  schagai  kota  pendidikan  adalah dengan

. menyelenggarakan dan mengelela perpustakean i Dacrah sccara profesional,

Porpustakaan Umum Daerab di Kola Metro yang dikelola olch Dinas jugs
menjadi pembina bagi perpustakasn vang berada di Kota Metro, seperti
Perpustaleaan  Keewmalan, Perpustakesn Kelurahan vang  dikenal dengan
Eumeah Pintar, Perpustakaan Selolah /Madrasah, dan heberapa taman hacasn
yang dikelola cleh  masyarakat Pemeriniah Kota  Meln  jups  lelah
menyelenggarakan perpustakaan dan gerakan gemar membaca dengan dasar
Bukum  berupa  Perawursn Walikota,  Penyelenggaraan  dan  pengelolasn
perpustakasn  di Daerah  pada  dussrnya  dilaksanakan  dalam  rangkas
mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana dismanatkan dalam Undang-
Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Perpustakaan mempunyai
peran peniing schagal sarana belajar bagi  masyarakat dan mendukung
renyelenggaraan pendidikan dan pembentukan karalrer di Kora Melro,

Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor 23 Tabun 2014 lentang

Pemeriniahan  Dacrah, Undang-Undung MNomor 43 Tahun 2007 tentang

. Perpustakaan, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 lenlang Sistocm

PPerbukuan, maka Peomerintah Kois Metro  memiliki wewenang  dalam

penyeiengparaan  dan  pengelolaan  perpustakaun di Dacrah. Becdasarksn

periimbangan tersebur, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Penyelengparasn dan Pengelolaan Poerpustakaan di Daerah,

II. PASAL DEMI PASAL

Pagal 1
Cukup jelas,

Pasal 2
Yung dimalksud dengan asas “pembelajaran sepanians havat® adalah
penyclenggaraan  porpustakaan  merupakan upaya untubk melaloakan
pembelajaran sepanjang hayat, melchihi batas pendidikan formal.
Yang dimaksud dengan asas “demokrasi” adalah  penyelengoarann
prerpustakaan diluksanakan melaluy nilai-nilai demokrasi valmi berbasis
partisipasi masyarakat dan beroricntasi pads masyarakat.
Yang dimaksud dengan  asas  “keadilan” adalah  penvclenggaraan
perpustakaan dilaksanakan secara adil antara hak dan kewajiban yang
seimbang.
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Yang dimaksud_dungan asas “keprofesionalun™ adalah Penyvelengga raun
pcrpustzdc._aan difakukan secara profesional, mengendepankan keshlian
chan manajemen yang baile dalam rata kelembagaan maapun tuta laksana.
Yang dimaksud denpgan asas “keterbuksan® adalah Penvelenggaraan
perpustakann dilekukan secara wrbuka, rerbuks dalam sepala proses
penyvelengparasn, dan lerbuka terhadap sesola akses informasi VANE
dibutublkan masvarakat.

Yang ﬁimaksul:l_ dengun asas “keterukuran” adualah  Penyelenggaraan
perpustakaan dilakukan secara terukur, terrencana, sehingea hasilnya
dapat dievaluasi dengan baik,

Yang dimaksud dengan asas “kemitrman®  agalah Penvelengparaan
prrpustakann dilakukan dengan kerjazama antara pemeriniah dacrah,
masyvarabkar dan dunia usaha,

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “perpustakaan berlungsi  scbagai  wahana
pendidikan®  adalah meripakan  gerakan  pembudayasn  kegernsran
mombaca  sebapgmi usaha oyaia dan kereladansn  scrta memacy
masyarakat Tuas untuk meningkatkan minat baca.

Pusal 4

Culp jelas.

Pusal 5

Culup jelas.

Pasal &

Cukup jelas.

Pazsal 7

Cukup jelas.

Paszal &

Culoap jelas.

Pasal &

Cukup jelas.

Pasal 10D

Cukup jelas.

Pasat 11

Cukugp jelas.

Pasal 12

Culup jetas,

Fazar 1.3

Cubp jelas.

Pasal 14

Culap jelas,
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Pasal i3

Culkcup jclas.
Pasal 16

Cukup jelas.
Pasal 17

Cukup jelas,
Pasal 1#

Culuap jelas.

Pasal 19
Cukirp jelas,
Pazal 20
Cukup jelas.
O Pusal 21
Cukup jelas,
Pagzal 22
Cukigs jelas,
Pasal 23
Culkup jelas,

I’'agal 24
Cukup jelas,

asal 25

Izin  diselenggarakan secara  scderhana dan bertujuan  untuk

. mempermudal: pembinaan perpustakaan & Deerah. Yang dimaksud
sebagan Pojabat vang diumjuk adalah Kepala Dinas, Camat, Alay Lurah
sestlay denpan ketentuan,

I*asal 26

Cukup jelas,
Pasal 27

Culkup jelas.
Pasul 28

Cukup jeias,
Pasal 209

Cubup jelas.

Pazal 30
Cukup jelas.
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Pasal 31

Culkup jelas.
Pasal 32

Cukup jelas.
Pazal 33

Cukujp jelas,
Pagzal 34

Culoup jelas,
Pasal 35

Cukup jelas,

Faszal 36
Cukup jelas.

) Pagal 37
Culoup jelas.
Pasal 38
Cukap jelas,
Fasal 30
Culsup jelas,
'asal 40
Cukup jelas,
IPasal 41

Cukup pelay,

. Pasal 42
Cukup jelas,

Pasal 13
Culap jelas.

Paual 44
Cudoap jelas.

Pakal 45
Cultup jelas.

Maszal 49
Cukup jelas.
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Paaal 47
Cukup jelas,

Pasal 48

Cukup jelas.
Pasal 10

Crukap jelas,
Pasal 50

Cukup jelas,
Pasal 51

Cukup jelas.
FPasal 52

Cukup jelas.

’_ Pasal 53

Cudoup jclas.

Pasal 54
Cultup jelas.

Pazat a5

Cukup jclas.

Pasal 56

Culkup jelas.
Pasal 37

Cukup jelas.

. S Pasal o8

Culcup jelas.



